
Bupati  Burhanuddin  Buka  Pasar
Murah dan Sosialisasi Posyandu di
Kabaena Barat: Wujud Kepedulian
Pemerintah  untuk  Masyarakat
Pulau
Bombana,  sultranet.com  –  Rangkaian  kunjungan  kerja  hari  ketiga  Bupati
Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di
Pulau Kabaena berlangsung hangat dan penuh makna. Pada Jumat (17/10/2025),
rombongan Pemerintah Kabupaten Bombana melanjutkan agenda di Kecamatan
Kabaena Barat dengan membuka secara resmi pelaksanaan Operasi Pasar Murah
yang dipusatkan di halaman Terminal Pelabuhan Sikeli.

Masyarakat tampak antusias menyambut kegiatan tersebut. Bupati Burhanuddin
hadir langsung dan menyampaikan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan
langkah nyata pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan
harga bahan pokok yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

“Kita semua tahu, harga bahan pokok, terutama beras, sempat naik cukup tinggi.
Karena itu pemerintah bersama Tim Pengendali  Inflasi  Daerah menghadirkan
pasar  murah  ini  agar  masyarakat  bisa  membeli  kebutuhan  dengan  harga
terjangkau,”  ujar  Burhanuddin.

Menurutnya,  kegiatan  pasar  murah  bukan  hanya  bertujuan  menekan  inflasi,
tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan kehadiran nyata pemerintah di tengah
masyarakat.  Ia menegaskan bahwa seluruh produk yang dijual tetap memiliki
kualitas baik, karena mendapat subsidi langsung dari pemerintah daerah.

“Pasar  murah  ini  tidak  sekadar  tentang  harga,  tapi  tentang  empati  dan
kepedulian.  Produk  yang  dijual  sudah  disubsidi  agar  tetap  berkualitas.  Jadi
manfaatkan  kesempatan  ini  sebaik-baiknya,”  tutur  Burhanuddin  di  hadapan
warga.

Lebih lanjut, Bupati berharap kegiatan semacam ini bisa mempererat hubungan
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antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam
menjaga  kestabilan  ekonomi  daerah,  terutama  di  wilayah  kepulauan  seperti
Kabaena.

Usai meresmikan pasar murah, Bupati Burhanuddin dan rombongan melanjutkan
kegiatan dengan meninjau layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta membuka
Sosialisasi  Pos  Pelayanan Terpadu (Posyandu)  berbasis  enam bidang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Kabupaten Bombana.

Ketua  Tim  Pembina  Posyandu  Kabupaten  Bombana,  Hj.  Fatmawati  Kasim
Marewa,  S.Sos,  dalam  sambutannya  menjelaskan  bahwa  Posyandu  kini
bertransformasi menjadi pusat layanan masyarakat yang terintegrasi. Program ini
tidak hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga memperluas cakupan
pelayanan pada berbagai bidang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Posyandu saat ini tidak lagi hanya tentang timbang bayi atau imunisasi. Kita
integrasikan dengan enam bidang SPM agar pelayanan masyarakat bisa lebih luas
dan menyeluruh,” jelas Fatmawati.

Ia  merinci  keenam bidang  tersebut  mencakup  kesehatan,  pendidikan,  sosial,
perumahan  rakyat,  pekerjaan  umum,  serta  ketenteraman  dan  perlindungan
masyarakat. Posyandu diharapkan mampu menjadi simpul pelayanan dasar yang
menjangkau hingga pelosok desa.

Sebagai bentuk dukungan, Hj. Fatmawati juga melakukan pemasangan pin secara
simbolis  kepada  Ibu  Camat  Kabaena  Barat  sebagai  Tim  Pembina  Posyandu
Kecamatan.  Ia  berharap  pembentukan  tim  tersebut  mampu  menjadi  motor
penggerak dalam mendukung program-program kesehatan masyarakat.

“Peran kader Posyandu dan Tim Pembina sangat penting karena mereka yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari merekalah pelayanan dasar bisa
benar-benar dirasakan manfaatnya,” ucapnya penuh apresiasi.

Rangkaian  kegiatan  di  Kabaena  Barat  juga  diramaikan  dengan  penyerahan
bantuan sosial secara simbolis dari berbagai perangkat daerah. Mulai dari kartu
BPJS ketenagakerjaan dari Dinas Nakertrans, bantuan sosial dari Dinas Sosial,
bantuan sarana pendidikan, hingga bantuan alat pertanian dan perikanan kepada
kelompok tani dan nelayan setempat.



Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Setda Bombana, para kepala OPD,
camat dan jajaran pemerintahan kecamatan, kader Posyandu, serta masyarakat
yang menyambut dengan penuh antusias.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya
untuk terus hadir dan memberikan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat
kepulauan.  Kabaena  bukan  sekadar  pulau,  tetapi  bagian  penting  dari  wajah
pembangunan Bombana yang terus digerakkan dengan semangat gotong royong
dan pelayanan tulus.

Pemkab  Bombana  Dorong
Penguatan  Posyandu  6  SPM:
Hadirkan  Layanan  Dasar  yang
Merata untuk Masyarakat
Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan
komitmennya  dalam  memperkuat  pelayanan  dasar  bagi  masyarakat.  Hal  ini
tercermin  melalui  kegiatan  Sosialisasi  Pos  Pelayanan  Terpadu  (Posyandu)  6
Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan
Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Operasi Pasar Murah guna menjaga stabilitas
harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Bombana.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (17/10/2025) di Aula Kantor Kelurahan
Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir.
H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Ketua
TP  PKK  Kabupaten  Bombana,  Hj.  Fatmawati  Kasim  Marewa,  S.Sos,  serta
sejumlah pejabat pemerintah daerah. Turut hadir pula Kepala Kesbangpol dr.
Sunandar,  M.M.Kes,  para  kepala  OPD,  unsur  Forkopimcam,  camat  se-Pulau
Kabaena, lurah dan kepala desa, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat,
serta masyarakat setempat.
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Dalam suasana penuh kebersamaan, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana yang
juga Ketua Pembina Posyandu, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, membuka acara
dengan  menekankan  pentingnya  peran  Posyandu  sebagai  mitra  strategis
pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menilai, Posyandu
memiliki  peran  vital  dalam  menurunkan  angka  stunting  dan  memperkuat
ketahanan  keluarga  melalui  layanan  langsung  di  tingkat  desa  dan  kelurahan.

“Posyandu  adalah  garda  terdepan  dalam  upaya  pemerintah  meningkatkan
kualitas hidup masyarakat,” ujarnya. “Melalui penerapan Posyandu 6 SPM, kita
ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara menyeluruh dan
merata,” tambahnya.

Setelah itu, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi membuka
kegiatan  sosialisasi  tersebut.  Dalam  sambutannya,  ia  menegaskan  bahwa
penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian dari tanggung
jawab  pemerintah  daerah  untuk  menjamin  setiap  warga  memperoleh  akses
terhadap layanan dasar yang bermutu.

“SPM adalah komitmen moral dan hukum pemerintah dalam memenuhi hak dasar
masyarakat,” tegas Bupati Burhanuddin. “Ada enam urusan wajib yang menjadi
fokus  kita,  yaitu  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  umum,  perumahan  dan
permukiman,  ketertiban  dan  perlindungan  masyarakat,  serta  bidang  sosial,”
jelasnya.

Menurut  Bupati,  pelaksanaan  Posyandu  berbasis  enam bidang  SPM menjadi
langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan layanan dasar hingga ke pelosok,
termasuk  wilayah  kepulauan  seperti  Kabaena.  Ia  juga  menekankan  bahwa
kegiatan ini adalah bagian dari strategi terpadu untuk memperkuat pelayanan
publik  dan  mempercepat  penurunan  angka  kemiskinan  serta  peningkatan
kesejahteraan.

Usai pembukaan, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana melakukan penyematan pin
Posyandu kepada Ketua TP PKK Kecamatan Kabaena Barat. Prosesi ini menjadi
simbol penguatan peran PKK dalam mendukung implementasi Posyandu 6 SPM di
tingkat kecamatan dan desa.

Kegiatan  kemudian  dilanjutkan  dengan  penyerahan  berbagai  bantuan  sosial
secara  simbolis  oleh  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Bombana  kepada  masyarakat.
Bantuan yang disalurkan meliputi beras dari Dinas Sosial, sarana pendidikan dari



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, fasilitas perikanan dari Dinas Perikanan, serta
kartu BPJS Ketenagakerjaan dari Dinas Nakertrans. Berbagai bantuan tersebut
menjadi bukti konkret kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar
rakyat.

Sebagai  puncak  kegiatan,  Ketua  Pokja  IV  TP  PKK Kabupaten  Bombana,  Ny.
Surisma  Sunandar,  S.S.,  M.M,  menyampaikan  materi  sosialisasi  tentang
pentingnya  integrasi  program  Posyandu  dengan  enam  bidang  SPM.  Ia
menjelaskan bahwa pendekatan ini dirancang agar pelayanan pemerintah dapat
menjangkau lebih banyak masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.

“Melalui integrasi ini, kita ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang
tertinggal  dalam  mendapatkan  layanan  dasar,”  ungkap  Surisma.  “Posyandu
menjadi pintu masuk utama untuk memastikan semua kebutuhan dasar warga
bisa terlayani dengan baik.”

Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari  itu  ditutup dengan sesi  dialog
bersama masyarakat. Antusiasme warga Kabaena Barat menggambarkan betapa
pentingnya kehadiran pemerintah dalam memberikan layanan yang dekat, cepat,
dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, langkah ini menjadi
awal  dari  penguatan  sistem  pelayanan  publik  yang  lebih  terpadu  dan
berkelanjutan.


